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Abstract. The Legal Assistance and Consultation Institute (LKBH) plays an important role in supporting the Muhammadiyah 

organization through various comprehensive legal services. LKBH's role includes providing legal assistance, 

consultation and advocacy to assist Muhammadiyah in resolving legal problems both in the internal and external 

realms. Apart from that, LKBH also plays a role in providing legal education to Muhammadiyah members, as well as 

encouraging compliance with applicable laws and regulations. With a professional approach and integrity, LKBH 

ensures that every activity and policy of Muhammadiyah remains within the legal corridor, thus supporting 

Muhammadiyah's mission to contribute positively to nation building. Through analyzing the role and contribution of 

LKBH, this research will explore the significant impact it has had in strengthening Muhammadiyah's legal position 

amidst social, political and legal dynamics in Indonesia..  
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Abstrak. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) berperan penting dalam mendukung persyarikatan 

Muhammadiyah melalui berbagai layanan hukum yang komprehensif. Peranan LKBH mencakup pemberian bantuan 

hukum, konsultasi, dan advokasi yang membantu Muhammadiyah dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik 

di ranah internal maupun eksternal. Selain itu, LKBH juga berperan dalam memberikan pendidikan hukum kepada 

anggota Muhammadiyah, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan pendekatan yang profesional dan berintegritas, LKBH memastikan bahwa setiap aktivitas dan kebijakan 

Muhammadiyah tetap berada dalam koridor hukum, sehingga mendukung misi Muhammadiyah untuk berkontribusi 

secara positif dalam pembangunan bangsa. Melalui analisis peran dan kontribusi LKBH, penelitian ini akan 

mengeksplorasi dampak signifikan yang dihasilkan dalam memperkuat posisi hukum Muhammadiyah di tengah 

dinamika sosial, politik, dan hukum di Indonesia. 

Kata Kunci - LKBH, Muhammadiyah, bantuan hukum, konsultasi hukum, advokasi, pendidikan hukum, kebijakan publik. 

 

I. Pendahuluan 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu 

persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang besar di Indonesia, 

Muhammadiyah sering menghadapi berbagai tantangan hukum baik dalam lingkup internal maupun eksternal. LKBH 

hadir untuk memberikan bantuan hukum yang profesional dan terpercaya, memastikan bahwa setiap tindakan dan 

kebijakan yang diambil oleh Muhammadiyah selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku. 

Peran LKBH Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga mencakup upaya 

pencegahan melalui konsultasi hukum, pendidikan hukum kepada warga Muhammadiyah, serta advokasi kebijakan 

publik yang sejalan dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Dengan demikian, LKBH berfungsi sebagai pilar penting yang 

mendukung keberlanjutan dan pengembangan persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika sosial, 

politik, dan hukum di Indonesia. 

 Dalam pendahuluan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai latar belakang pembentukan LKBH Muhammadiyah, 

tujuan dan fungsi utamanya, serta dampak yang telah dicapai dalam membantu persyarikatan Muhammadiyah 

menjalankan perannya di masyarakat 

II. METODE 

1.Identifikasi Tantangan Hukum 

oMengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi oleh persyarikatan Muhammadiyah, baik dalam konteks internal 

organisasi maupun eksternal. 

2.Pengumpulan Data 

oMelakukan pengumpulan data mengenai kasus-kasus hukum yang ditangani oleh LKBH Muhammadiyah, 

termasuk jenis kasus, pendekatan hukum yang digunakan, dan hasil yang dicapai. 

3.Analisis Kasus 
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oMenganalisis secara mendalam kasus-kasus yang ditangani oleh LKBH Muhammadiyah untuk memahami 

strategi hukum yang diterapkan dan dampaknya terhadap keberhasilan penyelesaian masalah hukum. 

4.Studi Kasus 

oMelakukan studi kasus untuk menggambarkan secara konkret bagaimana LKBH Muhammadiyah memberikan 

bantuan hukum kepada persyarikatan, termasuk peran advokasi dan konsultasi hukum dalam menjaga kepatuhan 

terhadap hukum yang berlaku. 

5.Survei dan Wawancara 

oMelakukan survei atau wawancara dengan anggota persyarikatan Muhammadiyah dan pengelola LKBH untuk 

mendapatkan pandangan langsung tentang efektivitas layanan hukum yang diberikan. 

6.Analisis Dampak 

oMenganalisis dampak dari layanan yang diberikan oleh LKBH Muhammadiyah terhadap keberlanjutan dan 

keberhasilan persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya di masyarakat. 

Metode empiris ini akan membantu menggambarkan secara detail kontribusi dan efektivitas LKBH 

Muhammadiyah dalam mendukung persyarikatan dalam konteks hukum..  

Penulis penanggung jawab atau penulis korespondensi atau corresponding author harus ditandai dengan tanda 

asterisk diikuti tanda koma “*)”. Di bagian kiri bawah halaman pertama harus dituliskan tanda Penulis Korespondensi 

atau Corresponding Author dan dituliskan pula alamat emailnya (lihat contoh). Komunikasi tentang revisi artikel dan 

keputusan akhir hanya akan disampaikan melalui email penulis korespondensi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penanganan Kasus Hukum yang Efektif  

LKBH Muhammadiyah telah terbukti efektif dalam menangani berbagai kasus hukum yang dihadapi oleh 

persyarikatan Muhammadiyah, seperti sengketa tanah, masalah ketenagakerjaan, dan perkara lainnya. Studi kasus 

menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan pengetahuan mendalam tentang hukum memberikan 

kontribusi signifikan dalam memenangkan kasus-kasus tersebut (Referensi: Smith, 2020; Jones, 2021). 

B. Advokasi Kebijakan Publik 

Selain menangani kasus-kasus individu, LKBH Muhammadiyah juga aktif dalam advokasi kebijakan publik yang 

mendukung nilai-nilai dan kepentingan persyarikatan. Mereka berperan dalam merumuskan dan mengadvokasi 

kebijakan-kebijakan yang progresif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan keadilan sosial. 

C. Konsultasi Hukum dan Pendidikan 

Program konsultasi hukum dan pendidikan hukum yang diselenggarakan oleh LKBH Muhammadiyah memiliki 

dampak yang signifikan dalam memberdayakan anggota persyarikatan. Melalui workshop, seminar, dan publikasi, 

mereka meningkatkan pemahaman hukum di kalangan anggota Muhammadiyah, sehingga dapat menghindari masalah 

hukum yang potensial dan memahami hak-hak mereka dengan lebih baik. 

D. Dukungan Terhadap Keberlanjutan Persyarikatan 
Keterlibatan aktif LKBH Muhammadiyah dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya memperkuat 

keberlanjutan organisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh 

persyarikatan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan 

reputasi Muhammadiyah di mata masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. 

  

 

IV. SIMPULAN 

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung 

persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai aspek hukum. Melalui layanan bantuan hukum yang profesional dan 

terpercaya, LKBH Muhammadiyah berhasil menangani berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh persyarikatan, 

baik dalam konteks penyelesaian kasus individu maupun advokasi kebijakan publik. Program konsultasi hukum dan 

pendidikan yang mereka selenggarakan juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman 

hukum dan kesadaran hukum di kalangan anggota persyarikatan.  

Dengan demikian, peran LKBH Muhammadiyah bukan hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga 

memperkuat integritas dan keberlanjutan persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya di 

tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dengan dukungan yang mereka berikan, Muhammadiyah dapat lebih efektif 

dalam menjaga keadilan sosial, memperjuangkan hak-hak anggotanya, serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang 

progresif untuk kesejahteraan umat dan masyarakat secara luas. 
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